
- Bahwa Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan 

penganggaran berdasarkan prestasi kerja dengan memperhatikan keterkaitan 

antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil 

serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan 

keluaran. Kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan 

Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa berdasarkan ketentuan 

Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); 

UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 

dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 12 

Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 

Thn 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.12 Thn 2011; UU No. 6 Thn 

2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Thn 

2024; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan UU  No. 9 Thn 2015; PP No. 43 Thn 2014 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Thn 2019; PP No. 60 Thn 2014 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Thn 2016; 

PERMENDAGRI No. 114 Thn 2014; PERMENDAGRI No.20 Thn 2018; 

PERMENDESA PDTT No. 21 Thn 2020 sebagaimana telah diubah dengan 

PERMENDESA PDTT No. 6 Thn 2023; PERMENDESA PDTT No. 7 Thn 2023; 

PERMENKEU No. 145 Thn 2023; PERMENDESA PDTT No. 2 Thn 2024; 

PERMENKEU No. 108 Thn 2024; PERDA Kab. Trenggalek No. 6 Thn 2017; 

PERBUP No. 50 Thn 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan PERBUP No. 12 Thn 2023; PERBUP No. 19 Thn 2018; PERBUP No. 51 

Thn 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No 

49 Thn 2024; PERBUP No. 16 Thn 2020; PERBUP Nomor 25 Tahun 2020 

sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 20 Thn 2022. 

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja desa dengan menetapkan batasan istilah yang 

digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup Pedoman 

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025, meliputi sinkronisasi kebijakan 

Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa, prinsip 

penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025, kebijakan penyusunan APBDesa 

Tahun Anggaran 2025, teknis penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025; dan 

hal khusus lainnya. 
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PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 

 

ABSTRAK :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATATAN  : 

 

1. Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini 

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024 

3. Lampiran : 16 hlm 

 


